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1. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 
92); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

Di Provinsi Jawa Tengah; 

dan Des a pengembangan Sistem lnformasi 
penyelenggaraan Forum Data; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 86 
ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa 

a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam 
perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan 
pengukuran capaian kinerja Pembangunan desa serta 
percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah; 

b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka diperlukan pedoman 
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TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA 

DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH,

M enim bang : a. bahw a d a ta  desa  m eru p ak an  asp ek  penting  dalam
peren can aan , p e ru m u san  kebijakan, program , dan  
p en g u k u ran  capaian  k inerja  P em bangunan  desa  serta  
pe rcepa tan  penanggulangan  kem isk inan  di D aerah;

b. bahw a u n tu k  m ensinergikan  d a ta  desa  sebagaim ana 
d im aksud  h u ru f  a, m aka d iperlukan  pedom an 
pengem bangan  Sistem  Inform asi D esa dan  
penyelenggaraan  Forum  D ata;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
p ad a  h u ru f  a  dan  h u ru f  b se rta  sesu a i k e ten tu an  Pasal 86 
ayat (2) U ndang -  U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  
D esa, perlu  u n tu k  m enetapkan  P e ra tu ran  G ubernur 
ten tan g  Pedom an Pengem bangan Sistem  Inform asi Desa 
Di Provinsi Jaw a  Tengah;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 10 T ahun  1950 ten tang
P em ben tukan  Provinsi Ja w a  Tengah (H im punan 
P e ra tu ran -P e ra tu ran  Negara T ahun  1950 H alam an 86- 
92);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 
7, T am bahan  Lem baran Negara R epublik Indonesia 
Nomor 5495);

3. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana 
telah  d iubah  dengan P e ra tu ran  Pem erin tah  Pengganti 
U ndang-U ndang Nomor 2 T ahun  2014 ten tan g  P erubahan  
A tas U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 246, T am bahan  Lem baran 
N egara Republik Indonesia  Nomor 5589);



J 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah; 
2. Kabupaten adalah Kabupaten di Jawa Tengah; 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah; 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 
PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 Ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

·- 
4. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 T ahun  2014 ten tang  

P e ra tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun
2014 ten tan g  D esa (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ah u n  2014 Nomor 123, T am bahan  L em baran Negara 
R epublik Indonesia  Nomor 5539) sebagaim ana  telah 
d iu b ah  dengan P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 47 T ahun
2015 ten tan g  P erubahan  A tas P e ra tu ran  Pem erintah 
Nomor 43 T ahun  2014 T entang  P e ra tu ra n  P elaksanaan  
U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 T entang Desa 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2015 
Nomor 157, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5717);

5. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 60 T ah u n  2014 ten tang  
D ana D esa yang bersum ber dari A nggaran Pendapatan  
d an  B elanja Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 168, T am bahan  Lem baran 
N egara Republik Indonesia  Nomor 5558) sebagaim ana 
telah  d iubah  dengan P e ra tu ran  P em erin tah  Nomor 22 
T ah u n  2015 ten tang  P e ru b ah an  A tas P era tu ran  
Pem erin tah  Nomor 60 T ahun  2014 ten tan g  D ana Desa 
yang  b ersu m b er dari A nggaran P en d ap a tan  dan  Belanja 
N egara (Lem baran Negara R epublik Indonesia  T ahun  
2015 Nomor 88, T am bahan  L em baran  Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5694);

MEMUTUSKAN :
M enetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI 

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  G u b e rn u r ini, yang d im aksud  dengan:
1. D aerah ad a lah  Provinsi Ja w a  Tengah;

2. K abupaten  ad a lah  K abupaten  di Jaw a  Tengah;
3. Perangkat D aerah  ad a lah  u n s u r  p em b an tu  Kepala D aerah  dan  Dewan 

Perw akilan R akyat D aerah  dalam  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  
yang m enjadi kew enangan  daerah ;

4. K ecam atan ad a lah  wilayah kerja  cam at sebagai Perangkat D aerah 
K abupaten / Kota dalam  wilayah kerja  Pem erin tah  Provinsi Jaw a  Tengah.

5. Desa ada lah  D esa d an  D esa Adat a ta u  yang d iseb u t dengan  n am a lain, 
yang se lan ju tnya  d iseb u t Desa, adalah  k e sa tu a n  m asy arak a t h u k u m  yang 
memiliki b a ta s  w ilayah yang berw enang u n tu k  m en g a tu r dan  m engurus 
u ru sa n  pem erin tahan , kepentingan  m asy arak a t se tem pat be rd asark an  
p rak a rsa  m asyaraka t, h ak  asa l u su l, d a n /a ta u  h a k  trad isiona l yang diakui 
dan  d ihorm ati da lam  sistem  pem erin tahan  N egara K esatuan  Republik 
Indonesia;



6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerin tahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis; 

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan 
masyarakat desa; 

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 

14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul dan adat istiadat Desa. 

15. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitaif dan/ atau kualitatif yang 
diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan 
gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu. 

16. Sistem Data dan lnformasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi 
pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan 
data dan informasi desa berbasis teknologi inforrnasi yang disajikan dalam 
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik. 

17. Sistem lnformasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah 
platform. teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan 
sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka. 

18. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur 
Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur 
pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, 
mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta 
menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan. 

6. P em erin tahan  D esa ad a lah  penyelenggaraan u ru s a n  pem erin tahan  dan  
kepentingan  m asy arak a t se tem pat dalam  sistem  pem erin tah an  Negara 
K esatuan  Republik Indonesia;

7. Pem erintah D esa ad a lah  Kepala D esa a ta u  yang d iseb u t dengan n am a lain 
d ib an tu  p eran g k a t D esa sebagai u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  Desa;

8. B adan P erm usyaw ara tan  D esa a ta u  yang d isebu t dengan  n am a  lain adalah  
lem baga yang  m elak san ak an  fungsi p em erin tahan  yang anggotanya 
m erupakan  wakil dari p en d u d u k  D esa b e rd asa rk an  keterw akilan wilayah 
dan  d ite tapkan  secara  dem okratis;

9. Lembaga K em asyarakatan  D esa a ta u  yang d iseb u t dengan  n am a lain 
adalah  lem baga yang d iben tuk  oleh m asy arak a t se su a i dengan  k eb u tu h an  
dan  m eru p ak an  m itra  pem erin tah  desa  dalam  m em berdayakan 
m asyaraka t desa;

10. M usyaw arah D esa a ta u  yang d isebu t dengan  n a m a  lain adalah  
m usyaw arah  a n ta ra  B adan  Perm usyaw aratan  D esa, Pem erin tah  Desa, dan  
u n su r  m asy arak a t yang d iselenggarakan oleh B adan  P erm usyaw aratan  
D esa u n tu k  m enyepakati hal yang bersifat strategis;

1 1 .  A nggaran P en d ap atan  d an  B elanja Desa, se lan ju tnya  d isebu t APB Desa 
adalah  ren can a  keu an g an  ta h u n a n  P em erin tahan  Desa;

12. Pem bangunan  D esa adalah  upaya  pen ingkatan  k u a litas  h idup  dan  
keh idupan  u n tu k  sebesar-besarnya  kese jah te raan  m asy arak a t Desa;

13. K awasan P erdesaan  ad a lah  kaw asan  yang m em punyai kegiatan  u tam a  
pertan ian , te rm asu k  pengelolaan sum ber daya a lam  dengan su su n a n  
fungsi kaw asan  sebagai tem pat perm ukim an  p e rd esaan , pelayanan  ja sa  
pem erin tahan , pe layanan  sosial, d an  kegiatan  ekonom i;

14. Kewenangan D esa ad a lah  kew enangan yang  dimiliki D esa m eliputi 
kew enangan di b idang penyelenggaraan P em erin tahan  Desa, pe laksanaan  
Pem bangunan  D esa, Pem binaan K em asyarakatan  Desa, dan  
Pem berdayaan M asyarakat D esa b e rd asa rk an  p ra k a rsa  m asyarakat, hak  
asal u su l d an  a d a t is tiad a t Desa.

15. D ata adalah  sek u m p u lan  keterangan  k u an tita if  d a n /a ta u  kua lita tif yang 
diperoleh secara  langsung  dari sum bernya yang  d a p a t m em berikan 
gam baran  ten tan g  potensi, perkem bangan  dan  p e rm asa lah an  terten tu .

16. Sistem  D ata  d an  Inform asi adalah  sa tu  k e sa tu a n  keg iatan  yang m eliputi 
pengum pulan , pengolahan , analisis, penyajian, d isem inasi se rta  pelaporan 
d a ta  d an  inform asi d esa  berbasis  teknologi inform asi yang d isajikan  dalam  
berbagai kem asan  d an  form at sesua i dengan perkem bangan  teknologi 
inform asi d an  kom unikasi secara  elektronik d an  non  elektronik.

17. Sistem  Inform asi D esa yang se lan ju tnya  d iseb u t SID ad a lah  sebuah  
platform teknologi inform asi kom unikasi u n tu k  m en d u k u n g  pengelolaan 
sum ber daya di tingkat d esa  yang bersifat bebas d an  terbuka .

18. Forum  D ata  ad a lah  su a tu  forum  yang beranggo takan  u n su r-u n s u r  
Perangkat D aerah , B adan  P u sa t S ta tis tik  D aerah , se rta  u n su r  
pem erin tahan  la innya dan  m asy arak a t dalam  m engum pulkan , 
m engkonsolidasikan , m enyelesaikan p e rm asa lah an  da ta , serta  
m enyepakati penggunaan  dan  pem anfaa tan  d a ta  pem bangunan .



Maksud dan tujuan Pedoman Pengembangan Sistem informasi desa 
untuk: 
a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

19. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter 
desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana 
serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan 
kelurahan. 

20. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan 
dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan 
perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. 

21. Data Kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di 
suatu daerah berdasarkan parameter tertentu. 

22. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki 
atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya 
manusia,sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan 
sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. 

23. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 

24. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, 
dan/ atau menyebarkan informasi. 

25. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan 
dis en tuh secara fisik. 

26. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi 
yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk 
lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan 
komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan 
fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk 
persiapan dalam merancang instruksi tersebut. 

27. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan a tau mengoperasikan 
komputer. 

28. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar 
komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar 
sistem global sebagai protokol pertukaran. 

29. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk 
berbagi informasi penting dalam lingkup lokal. 

-, 

19. Profil D esa d an  K elu rahan  adalah  gam baran  m enyelu ruh  ten tan g  karak ter 
desa  dan  k e lu rah an  yang m eliputi d a ta  d a sa r  keluarga, potensi sum ber 
daya alam , su m b er daya m anusia , kelem bagaan, p ra sa ra n a  dan  sa ran a  
serta  perkem bangan  kem ajuan  dan  p e rm asa lah an  yang d ihadap i desa  dan  
kelu rahan .

20. D ata Terpilah ad a lah  d a ta  k u an tita tif  a ta u  kua lita tif yang d ikum pulkan  
dan  d isajikan  b e rd asa rk an  jen is  kelam in, p en d u d u k  laki-laki dan  
perem puan  a ta u  a n a k  laki-laki dan  an ak  perem puan .

21. D ata K em iskinan ad a lah  d a ta  yang m en u n ju k k an  tingkat kem iskinan  di 
su a tu  d aerah  b e rd a sa rk an  param eter te rten tu .

22. Potensi desa  d an  k e lu ra h an  ad a lah  k ese lu ru h an  su m b er daya yang dimiliki 
a ta u  d igunakan  oleh desa  dan  k e lu rah an  baik  sum ber daya 
m an u sia ,su m b er daya a lam  d an  kelem bagaan m au p u n  p ra sa ra n a  dan  
sa ran a  u n tu k  m en d u k u n g  percepatan  k ese jah te raan  m asyarakat.

23. Inform asi ad a lah  ke te rangan , pernyataan , gagasan , d an  tan d a -ta n d a  yang 
m engandung nilai, m akna , pesan , baik  da ta , fakta, m au p u n  pen jelasannya 
yang d ap a t d ilihat, d idengar, dan  d ibaca yang d isa jikan  dalam  berbagai 
kem asan  d an  form at sesu a i dengan perkem bangan  teknologi inform asi dan  
kom unikasi seca ra  elektronik  m au p u n  non elektronik.

24. Teknologi Inform asi adalah  su a tu  tekn ik  u n tu k  m engum pulkan , 
m enyiapkan, m enyim pan, m em proses, m engum um kan , m enganalisis, 
d a n /a ta u  m enyebarkan  inform asi.

25. Perangkat ke ras  ad a lah  kom ponen pada kom puter yang d ap a t te rliha t dan  
d isen tu h  secara  fisik.

26. Perangkat lu n ak  a ta u  program  kom puter ad a lah  sek u m p u lan  in struksi 
yang d iw ujudkan  dalam  b en tu k  b ah asa , kode, skem a, a ta u p u n  ben tuk  
lain, yang apab ila  d igabungkan  dengan m edia yang d a p a t d ibaca dengan 
kom puter ak an  m am pu  m em buat kom puter bekerja  u n tu k  m elakukan  
fungsi k h u su s  a ta u  u n tu k  m encapai hasil yang  k h u su s , te rm asuk  
persiapan  dalam  m erancang  in s tru k si te rsebu t.

27. Perangkat m an u s ia  ad a lah  orang yang m enggunakan  a ta u  m engoperasikan 
kom puter.

28. In ternet ad a lah  su a tu  ja rin g an  kom puter yang saling te rh u b u n g  a n ta r  
kom puter yang sa tu  dengan  kom puter yang lainnya m enggunakan  s tan d ar 
sistem  global sebagai protokol p e rtu k aran .

29. In trane t ad a lah  sa tu  ja rin g an  yang m enggunakan  protokol in te rne t u n tu k  
berbagi inform asi pen ting  dalam  lingkup lokal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

M aksud d an  tu ju a n  Pedom an Pengem bangan Sistem  inform asi desa 
un tuk :
a. M eningkatkan k u a litas  p e rencanaan  d an  p e ru m u san  kebijakan 

pem b an g u n an  desa  dan  kaw asan  perdesaan .



Kebijakan percepatan SID di seluruh Desa di Provinsi Jawa Tengah: 
a. Setiap Desa dapat mengembangkan sistem informasi pembangunan Desa 

dan pembangunan kawasan perdesaan. 
b. Dalam mengembangkan SID, Desa dapat melakukan kerjasama dengan 

Pihak Ketiga. 

Kebijakan dan strategi pengelolaan data Desa adalah satu Sistem Data dan 
Informasi Desa, berupa data terintegrasi dari berbagai sumber data, melalui 
Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

BAB IV 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DATA DESA 

Pasal4 

Pasal5 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Ruang lingkup Pedoman Pengembangan SID Di Provinsi Jawa Tengah, 
meliputi: 
a. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Data Desa; 
b. Kedudukan, Fungsi Dan Manfaat; 
c. Perangkat SID; 
d. Muatan SID; 
e. Pengembangan SID; 
f. Pengelolaan SID; 
g. Forum Data; 
h. Tata Cara dan Penerapan SID; 
1. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa; 
J. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 
k. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten; 
1. Pembiayaan. 

b. Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Desa. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan. 

d. Mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap 
kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di desa dan 
kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. 

e. Sebagai media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data 
serta informasi desa dan kawasan perdesaan. 

b. M engefektifkan p e lak san aan  kebijakan, program  dan  kegiatan 
p em bangunan  d esa  dan  kaw asan  perdesaan  yang d ilakukan  oleh 
Pem erin tah  Desa.

c. M eningkatkan k u a litas  pelayanan  d an  m em berikan  m anfaat yang 
sebesar-besarnya  bagi m asy arak a t dan  p ihak  yang berkepentingan.

d. M engukur dan  m em berikan  penilaian  secara  obyektif te rhadap  
kem ajuan  d an  pencapaian  strategi p em b an g u n an  di desa  dan  
kaw asan  p e rd esaan  yang d ilakukan  oleh Pem erin tah  Desa.

e. Sebagai m edia dalam  m em peroleh, m engelola d an  m enyajikan d a ta  
se rta  inform asi desa  d an  kaw asan  perdesaan .

BAB III
RUANG LINGKUP 

Pasal 3
R uang lingkup Pedom an Pengem bangan SID Di Provinsi Jaw a  Tengah, 
meliputi:

a. Kebijakan D an S trategi Pengelolaan D ata Desa;

b. K edudukan, Fungsi D an M anfaat;

c. Perangkat SID;

d. M uatan SID;

e. Pengem bangan SID;

f. Pengelolaan SID;

g. Forum  Data;

h. Tata C ara d an  P enerapan  SID;

i. Hak dan  Kewajiban Pem erin tah  Desa;

j. Tanggung Jaw ab  P em erin tah  D aerah;

k. Tanggung Jaw ab  P em erin tah  K abupaten;

l. Pem biayaan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DATA DESA

Pasal 4

Kebijakan dan  stra teg i pengelolaan d a ta  D esa ad a lah  sa tu  Sistem  D ata dan  
Inform asi Desa, b e ru p a  d a ta  terin tegrasi dari berbagai su m b er data , m elalui 
Perangkat D aerah  yang m em bidangi pem berdayaan  M asyarakat, Desa, 
Administrasi K ependudukan dan  Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Kebijakan percepatan  SID di se lu ru h  D esa di Provinsi Ja w a  Tengah:

a. Setiap D esa d a p a t m engem bangkan  sistem  inform asi pem bangunan  Desa 
dan  pem b an g u n an  k aw asan  perdesaan .

b. Dalam  m engem bangkan  SID, D esa d ap a t m elakukan  kerjasam a dengan 
Pihak Ketiga.



SID bermanfaat untuk: 
a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan 

mengolah data Desa; 
b. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat dan terbarukan; 
c. memperluas jangkauan informasi; 
d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa; 
e. mempermudah akses informasi tentang Desa; 
f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; 
g. menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk 

mendukung kemandirian Desa; 
h. memudahkan Desa untuk bekerjasama dengan Pihak Ketiga; 
1. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan 

pembangunan Desa dan kawasan perdesaan oleh pemerintah dari tingkat 
pusat sampai ke tingkat Desa. 

Pasal8 

SID berfungsi: 
a. sebagai media untuk mengelola data Desa; 
b. sebagai media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa; 
c. sebagai pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa; dan 
d. sebagai pengelolaan informasi sumber daya dan potensi Desa. 

SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat Desa, 
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten dan 
terintegrasi melalui sistem informasi yang ada ditingkat Daerah dan 
Kabupaten. 

BABV 
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT 

Pasal6 

Pasal 7 

c. Pengembangan SID berbasis aplikasi dan dapat dikembangkan secara 
mandiri sesuai dengan kebutuhan. 

d. Setiap aplikasi SID yang dikembangkan di setiap Desa, terintegrasi 
dengan aplikasi protokol data yang disepakati sehingga data Desa bisa 
terkoneksi di tingkat Kabupaten dan Daerah 

e. Pemerintah Daerah dan Kabupaten berkewajiban memfasilitasi proses 
pengembangan aplikasi kepada seluruh Desa. 

·. 
c. Pengem bangan SID berbasis  aplikasi d an  d a p a t d ikem bangkan  secara  

m andiri se su a i dengan  k eb u tu h an .

d. Setiap aplikasi SID yang  d ikem bangkan  di se tiap  Desa, terin tegrasi 
dengan ap likasi protokol d a ta  yang d isepakati sehingga d a ta  D esa b isa 
terkoneksi di tingka t K abupaten  dan  D aerah

e. Pem erintah D aerah  d an  K abupaten  berkew ajiban m em fasilitasi proses 
pengem bangan ap likasi kepada se lu ru h  Desa.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT 

Pasal 6

SID m eru p ak an  sistem  inform asi yang d ite rapkan  di tingkat Desa, 
d ikem bangkan oleh P em erin tah  D aerah  bersam a Pem erin tah  K abupaten  dan  
terin tegrasi m elalui sistem  inform asi yang ad a  d itingkat D aerah dan  
K abupaten.

Pasal 7

SID berfungsi:

a. sebagai m edia u n tu k  m engelola d a ta  Desa;

b. sebagai m edia inform asi d an  kom unikasi P em erin tahan  Desa;

c. sebagai pe layanan  adm in istras i d an  pengelolaan keu an g an  Desa; dan

d. sebagai pengelolaan inform asi sum ber daya d an  po tensi Desa.

Pasal 8

SID berm anfaa t u n tu k :

a. m em udahkan  P em erin tah  D esa dalam  m engakses, m enyim pan dan 
m engolah d a ta  Desa;

b. m en ingkatkan  k u a litas  pengelolaan d a ta  D esa yang  a k u ra t d an  terbarukan ;

c. m em perluas ja n g k a u a n  inform asi;

d. m en ingkatkan  k u a lita s  pe layanan  adm in istrasi Desa;

e. m em perm udah  ak ses  inform asi ten tan g  Desa;

f. m en ingkatkan  a k u n tab ilita s  dan  tran sp aran si;

g. m enem ukenali po tensi sum ber daya yang b isa  d ioptim alkan u n tu k  
m endukung  kem and irian  Desa;

h. m em udahkan  D esa u n tu k  bekerjasam a dengan P ihak Ketiga;

i. m en ingkatkan  k u a litas  p e rencanaan  d an  p e ru m u san  kebijakan 
pem bangunan  D esa d an  kaw asan  perdesaan  oleh pem erin tah  dari tingkat 
p u sa t sam pai ke tingka t Desa.



(1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari : 
a. Data Desa, antara lain : 

1. Data Potensi Desa; 
2. Data kemiskinan; 
3. Data Pendidikan; 
4. Data Kesehatan; 
5. Data kependudukan; 
6. Data pembangunan Desa; 
7. Data pembangunan kawasan perdesaan; 
8. Data keuangan; 
9. Data ekonomi; 
10. Data sosial budaya; 
11. Data Pemerintahan Desa;dan 
12. lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data 

terpilah. 
b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua 

pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
c. Media komunikasi antara Pemerintah Desa, supra Desa dan 

masyarakat; 

BAB VII 
MUATAN SID 

Pasal 10 

(1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SID, meliputi: 
a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkonektifitas dan 

kompatibilitas dengan SID; 
b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama 

Kabupaten dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud 
Pasal 7; dan 

c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk 
mengelola SID. 

(2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau 
tidak langsung dengan SID 

BAB VI 
PERANGKAT SID 

Pasal 9 

() J 

J. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat Provinsi dan 
Kabupaten. 

k. Memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemantuan perkembangan 
Desa secara nyata. 

j. m engefektifkan p e lak san aan  kebijakan, program  dan  kegiatan 
pem bangunan  d esa  yang  d ilakukan  oleh pem erin tah  di tingka t Provinsi dan 
K abupaten.

k. M em udahkan P em erin tah  D aerah  m elakukan  p e m a n tu an  perkem bangan 
D esa secara  nyata.

BAB VI
PERANGKAT SID 

Pasal 9

(1) Perangkat u ta m a  yang  d igunakan  u n tu k  m enerapkan  SID, meliputi:

a. perangkat k e ras  yang  m em enuhi aspek  in terkonektifitas dan  
kom patib ilitas dengan  SID;

b. perangkat lu n a k  yang  d ikem bangkan  oleh P em erin tah  D aerah bersam a 
K abupaten  d an  m am pu  m en ja lankan  fungsi SID sebagaim ana d im aksud  
Pasal 7; dan

c. perangkat m an u s ia  yang memiliki kem am puan  d an  k em auan  u n tu k  
m engelola SID.

(2) Perangkat p en d u k u n g  lainnya yang b e rh u b u n g an  secara  langsung  a ta u
tidak  langsung  dengan  SID

BAB VII 
MUATAN SID 

Pasal 10

(1) M uatan SID sek u rang -ku rangnya  terdiri dari :

a. D ata D esa, a n ta ra  lain  :

1. D ata Potensi Desa;

2. D ata kem isk inan;

3. D ata Pendidikan;

4. D ata K esehatan;

5. D ata k ep endudukan ;

6. D ata p em b an g u n an  Desa;

7. D ata  p em b an g u n an  kaw asan  perdesaan ;

8. D ata keuangan ;

9. D ata ekonom i;

10. D ata  sosial budaya;

11. D ata P em erin tahan  D esa;dan

12.1ain-lain sesu a i k e b u tu h a n  d a ta  desa  yang  m encerm inkan  d a ta  
terpilah .

b. Inform asi yang  d a p a t d iakses oleh m asy arak a t D esa dan  sem ua 
pem angku  kepen tingan  sesua i dengan k e ten tu an  perundang-undangan ;

Media kom unikasi a n ta ra  Pem erin tah  D esa, su p ra  D esa dan  
m asyarakat;

c .



J 

SID menjadi media pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan 
sumber daya Desa secara berkelanjutan dengan membentuk Forum Data di 
tingkat Daerah, Kabupaten dan Desa. 

BAB IX 
PENGELOLAAN SID 

Pasal 13 

(1) Pengembangan SID di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah 
terkait lainnya. 

(2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer, server dan 

jaringan intranet dan jaringan internet; 
b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, data 

base server, panduan penggunaan SID, tampilan SID dan ruang lingkup 
SID; 

c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator 
sistem di tingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan tenaga 
pelatih. 

Pasal 12 

(1) Pengembangan SID di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah 
terkait lainnya. 

(2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pad ayat (1) meliputi: 
a. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, 

database server, panduan penggunaan SID, tampilan SID dan ruang 
lingkup SID; 

b. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator 
sistem di tingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan tenaga 
pelatih; 

BAB VIII 
PENGEMBANGAN SID 

Pasal 11 

d. Layanan administrasi Desa; 
e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan 

Desa. 
(2) Muatan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan. 

d. Layanan ad m in istras i Desa;
e. Inform asi lain  yang berka itan  dengan pem erin tah an  d an  pem bangunan  

Desa.
(2) M uatan SID sebagaim ana  d im aksud  ayat (1) d a p a t d ikem bangkan  sesuai 

dengan k eb u tu h an .

BAB VIII
PENGEMBANGAN SID

Pasal 11

(1) Pengem bangan SID di tingkat D aerah d ikoord inasikan  oleh Perangkat 
D aerah yang m em bidangi u ru sa n  pem berdayaan  M asyarakat, Desa, 
Administrasi K ependudukan dan  Pencatatan Sipil d an  Perangkat D aerah 
terkait lainnya.

(2) Pengem bangan SID sebagaim ana  d im aksud  pad  ayat (1) m eliputi :

a. pengem bangan  perangka t lu n ak  yang m encakup  sistem  operasi, 
d a tabase  server, p a n d u a n  penggunaan  SID, tam pilan  SID dan  ruang  
lingkup SID;

b. pengem bangan  su m b er daya m an u s ia  yang  m encakup  adm in istra to r 
sistem  di tingka t D aerah , K abupaten , K ecam atan, D esa dan  tenaga 
pelatih;

Pasal 12

(1) Pengem bangan SID di tingkat K abupaten  d ikoord inasikan  oleh Perangkat 
D aerah yang  m em bidangi u ru sa n  pem berdayaan  M asyarakat, Desa, 
Administrasi K ependudukan dan  Pencatatan Sipil dan  Perangkat D aerah 
terkait lainnya.

(2) Pengem bangan SID sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) m eliputi :

a. pengem bangan  perangka t keras yang m encakup  kom puter, server dan  
ja rin g an  intranet d a n ja r in g a n  internet;

b. pengem bangan  perangka t lu n ak  yang m encakup  sistem  operasi, d a ta  
base  server, p a n d u a n  penggunaan  SID, tam pilan  SID d an  ru an g  lingkup 

SID;

c. pengem bangan  su m b er daya m an u sia  yang m encakup  adm in istra to r 
sistem  di tingkat D aerah , K abupaten , K ecam atan, D esa dan  tenaga 
pelatih.

BAB IX
PENGELOLAAN SID 

Pasal 13

SID m enjadi m edia p en d u k u n g  yang m udah  d an  a k u ra t u n tu k  pengelolaan 
sum ber daya D esa secara  b erke lan ju tan  dengan  m em b en tu k  Forum  D ata di 
tingkat D aerah, K abupaten  d an  Desa.



(1) Fungsi Forum Data untuk: 
a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan 

informasi Desa serta kawasan perdesaan oleh multipihak. 
b. melakukan koordinasi atau singkronisasi data yang diperlukan untuk 

meningkatkan penggunaan data Desa dalam penyusunan perencanaan 
dan penganggaran. 

c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan dan data 
terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten, Badan 
Pusat Statistik Daerah, maupun sumber lain yang pengambilan datanya 
dapat dipertanggungjawabkan. 

d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, 
perumusan kebijakan dan program pembangunan Desa dan kawasan 
perdesaan di daerah. 

e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan 
data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan 
atau selisih, sumber, maupun metode penggalian data. 

BABX 
FORUM DATA 

Pasal 15 

(1) Pengelolaan SID di tingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa; 
(2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 

a. SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara manual maupun 
tersambung dengan jaringan internet; 

b. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan; 
c. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi 

pendukung lainnya; dan 
d. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator 

sistem di tingkat Desa. 
(3) SID dikelola oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang terdiri dari unsur 

Perangkat Desa dan atau Kader Desa yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa; 

(4) Pengelola SID bertugas : 
a. memasukkan data; 
b. memperbaharui data; 
c. mempublikasikan data dan informasi; 
d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk 

komunikasi yang ada di SID; dan 
e. tugas lainya yang terkait dengan pengelolaan SID. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada 
Kepala Desa. 

Pasal 14 Pasal 14

(1) Pengelolaan SID di tingkat D esa d ilak san ak an  oleh P em erin tah  Desa;
(2) Pengelolaan SID sebagaim ana  d im aksud  pad a  aya t (1) m eliputi :

a. SID dikelola oleh Pem erin tah  D esa baik  secara  m an u a l m aupun  
te rsam b u n g  dengan  ja rin g an  in ternet;

b. pengelolaan p eran g k a t keras yang m encakup  kom pu ter d an  jaringan ;

c. pengelolaan p eran g k a t lu n ak  yang m encakup  ap likasi SID dan  aplikasi 
pend u k u n g  lainnya; dan

d. pengelolaan su m b er daya m an u sia  yang m encakup  adm in istra to r 
sistem  di tingkat Desa.

(3) SID dikelola oleh seku rang -ku rangnya  2 (dua) orang  terdiri dari u n su r
Perangkat D esa d an  a ta u  Kader D esa yang d ite tap k an  dengan  K eputusan
Kepala Desa;

(4) Pengelola SID b ertugas :

a. m em asu k k an  data ;

b. m em perbaharu i da ta ;

c. m em publikasikan  d a ta  dan  inform asi;

d. m erespon tanggapan , pertanyaan , m asu k an  d an  segala ben tuk  
kom unikasi yang  a d a  di SID; dan

e. tugas lainya yang  te rk a it dengan  pengelolaan SID.
(5) Dalam  m elak san ak an  tugasnya, pengelola SID bertanggung  jaw ab kepada

Kepala Desa.

BAB X
FORUM DATA 

Pasal 15

(1) Fungsi Forum  D ata  u n tu k :

a. m ensinerg ikan  d an  m endorong k e te rb u k aan  d an  p em anfaa tan  d a ta  dan  
inform asi D esa se rta  kaw asan  perdesaan  oleh m ultip ihak .

b. m elakukan  koordinasi a ta u  singkronisasi d a ta  yang d iperlukan  u n tu k  
m eningkatkan  penggunaan  d a ta  D esa dalam  p e n y u su n an  perencanaan  
dan  penganggaran .

c. m engum pulkan  d an  m engkonsolidasikan  d a ta  p em bangunan  dan  d a ta  
terp ilah  yang dimiliki oleh Perangkat D aerah  dan  K abupaten , B adan 
P u sa t S ta tis tik  D aerah , m au p u n  sum ber lain  yang pengam bilan  datanya  
d ap a t d ipertanggungjaw abkan.

d. m enyepakati p em anfaa tan  d a ta  yang d igunakan  dalam  perencanaan , 
p e ru m u san  keb ijakan  d an  program  pem b an g u n an  D esa dan  kaw asan  
perdesaan  di daerah .

e. m elakukan  analisis d an  d istribusi d a ta  m elalui in s tru m en  pengolahan 
d a ta  yang d isepakati a ta u  dimiliki oleh P em erin tah  D aerah.

f. m elakukan  klarifikasi d an  langkah  penyelesaian  te rh ad ap  perbedaan  
a ta u  selisih, sum ber, m au p u n  m etode penggalian data .



/ 

( 1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat; 
(2) Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati cq Kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, 
Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan 
Informatika, Persandian dan Statistik; 

(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, 
Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian 
dan Statistik memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID; 

(4) Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual; 

BAB XI 
TATA CARA PENERAPAN SID 

Pasal 16 

g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta 
pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan kawasan 
perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data. 

h. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Desa dan kawasan 
perdesaan. 

(2) Kenggotaan dalam Forum Data di tingkat Daerah maupun Kabupaten 
sekurang-kurangnya terdiri dari : 
a. Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam 
Penyedia data dasar kependudukan. 

b. Badan Pusat Statistik berperan dalam Penyedia data dasar tentang 
desa, data mikro dan makro. 

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, 
pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah 
berperan dalam koordinasi perencanaan lintas instansi terkait 
pengentasan kemiskinan. 

d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berperan dalam 
penyedia data layanan jaminan sosial dan data analisis kemiskinan 
maupun kesejahteraan masyarakat. 

e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, 
Persandian dan Statistik berperan dalam Penyedia server dan strategi 
integrasi data ditarik ke Kabupaten. 

f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, 
Desa, Adrninistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam 
Pembinaan dan pengembangan kapasitas desa, memantau 
perkembangan sistem informasi Desa. 

g. Kelompok Masyarakat sipil yang memiliki kepedulian atas data Desa 
berperan dalam proses pendampingan melalui pengembangan aplikasi 
dan penyumbang data Desa. 

h. Perguruan tinggi yang memiliki kepedulian atas data Desa berperan 
dalam riset-riset yang dilakukan atas data Desa dan kawasan 
perdesaan. 

g. m endorong p e ren can aan , p e ru m u san  keb ijakan  d an  program , serta  
p en g u k u ran  capa ian  pem bangunan  D esa d an  pem b an g u n an  kaw asan 
perdesaan  yang  d ilakukan  oleh Perangkat D aerah  b erbasis  pada  data .

h. m enjam in ke te rs in am b u n g an  dan  ke te rsed iaan  d a ta  D esa dan  kaw asan 
perdesaan .

(2) Kenggotaan dalam  Forum  D ata  di tingkat D aerah  m a u p u n  K abupaten 
seku rang -ku rangnya  terd iri dari :

a. Perangkat d aerah  yang m em bidangi u ru sa n  pem berdayaan  M asyarakat, 
Desa, Adm inistrasi K ependudukan dan  Pencatatan Sipil berperan  dalam  
Penyedia d a ta  d a sa r  kependudukan .

b. B adan  P u sa t S ta tis tik  berperan  dalam  Penyedia d a ta  d a sa r  ten tang  
desa, d a ta  m ikro d an  m akro.

c. Perangkat D aerah  yang  m elaksanakan fungsi penunjang perencanaan, 
pem bangunan dan  fungsi penunjang penelitian dan  pengem bangan daerah 
berperan  dalam  koordinasi p e ren can aan  lin tas  in s tan s i terkait 
pengen tasan  kem isk inan .

d. Perangkat D aerah  yang  m em bidangi u ru s a n  Sosial berperan  dalam  
penyedia d a ta  layanan  jam in an  sosial d an  d a ta  ana lis is  kem iskinan  
m au p u n  k ese jah te raan  m asyarakat.

e. Perangkat D aerah  yang  m em bidangi u ru s a n  Komunikasi dan  Informatika, 
Persandian dan  Statistik berperan  dalam  Penyedia server dan  strategi 
in tegrasi d a ta  d ita rik  ke K abupaten.

f. Perangkat D aerah  yang  m em bidangi u ru sa n  pem berdayaan  M asyarakat, 
Desa, Adm inistrasi K ependudukan dan  Pencatatan Sipil berperan  dalam  
Pem binaan d an  pengem bangan k a p as ita s  desa, m em an tau  
perkem bangan  sistem  inform asi Desa.

g. Kelompok M asyarakat sipil yang memiliki kepedu lian  a ta s  d a ta  Desa 
berperan  dalam  proses pendam pingan  m elalui pengem bangan  aplikasi 
dan  penyum bang  d a ta  Desa.

h. P ergu ruan  tinggi yang  memiliki kepedulian  a ta s  d a ta  D esa berperan  
dalam  rise t-rise t yang  d ilakukan  a ta s  d a ta  D esa dan  kaw asan 
perdesaan .

BAB XI
TATA CARA PENERAPAN SID 

Pasal 16

(1) Kepala D esa m engajukan  perm ohonan  p en erap an  SID kepada  Cam at;
(2) C am at m engirim kan perm ohonan  penerapan  SID ke B upati cq Kepala 

Perangkat D aerah  yang m em bidangi u ru s a n  pem berdayaan  M asyarakat, 
Desa, Adm inistrasi K ependudukan dan Pencatatan Sipil dengan  tem busan  
Kepala P erangkat D aerah  yang m em bidangi u ru s a n  Komunikasi dan 
Inform atika, P ersan d ian  d a n  Statistik;

(3) Perangkat D aerah  yang  m em bidangi u ru s a n  pem berdayaan  Masyarakat, 
Desa, Administrasi K ependudukan dan  Pencatatan Sipil dan  Perangkat 
D aerah yang m em bidangi u ru sa n  Komunikasi dan  Informatika, Persandian 
dan Statistik m em fasilitasi pe la tihan  dan  p en erap an  SID;

(4) D esa berkew ajiban m em asu k k an  d a ta  d a sa r  secara  m anua l;

4



(1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban: 
a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID; 
c. menyediakan, memberikan dan/ a tau menerbitkan informasi secara 

berkala dan/ a tau tersedia setiap saat yang akurat; 
d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan 
e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID. 

(2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya enam (6) 
bulan sekali, meliputi Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan. 

d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID tingkat Desa; 
(2) Informasi dari Pemerintah Daerah dan Kabupaten sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a, antara lain : 
a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah 

Kabupaten; 
b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; 
c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Desa, dan 
d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten; 

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah, Ka bu paten dan 
Kecamatan; 

c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, Ka bu paten dan 
Kecamatan untuk pengembangan SID; 

( 1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak: 
a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan Kabupaten melalui 

SID; 

BAB XII 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA 

Pasal 17 

Pasal 18 

(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat, 
Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian 
dan Statistik melakukan verifikasi untuk persiapan SID yang tersambung 
engan jaringan; dan 

(6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, 
Persandian dan Statistik melakukan pemasangan SID yang tersambung 
dengan dengan jaringan. 

(5) Perangkat D aerah  yang  m em bidangi u ru sa n  pem berdayaan  Masyarakat, 
Desa, Administrasi K ependudukan dan  Pencatatan Sipil d an  Perangkat 
D aerah yang m em bidangi u ru sa n  Komunikasi dan  Informatika, Persandian 
dan Statistik m elakukan  verifikasi u n tu k  pers iapan  SID yang tersam bung  
engan ja rin g an ; dan

(6) Perangkat D aerah  yang  m em bidangi u ru sa n  Komunikasi dan  Informatika, 
Persandian dan  Statistik m elakukan  pem asangan  SID yang  tersam bung  
dengan dengan  ja ringan .

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA 

Pasal 17

(1) Pem erintah D esa dalam  penerapan  SID berhak:

a. m en d ap atk an  inform asi dari Pem erin tah  D aerah  d an  K abupaten  m elalui 
SID;

b. m en d ap atk an  pem binaan  dari Pem erin tah  D aerah , K abupaten  dan  
K ecam atan;

c. m em berikan  m asu k an  kepada Pem erin tah  D aerah , K abupaten  dan 
K ecam atan u n tu k  pengem bangan  SID;

d. m engangkat d an  m em berhen tikan  pe tugas pengelola SID tingkat Desa;
(2) Inform asi dari P em erin tah  D aerah dan  K abupaten  sebagaim ana  d im aksud  

dalam  ayat (1) h u ru f  a, a n ta ra  lain  :

a. ren can a  kerja  Pem erin tah , Pem erin tah  D aerah , d an  Pem erintah 
K abupaten;

b. inform asi ren c a n a  D ana D esa d an  Alokasi D ana Desa;

c. bagian bagi hasil pa jak  d an  re tribusi K abupaten  u n tu k  Desa, dan

d. b a n tu a n  k eu an g an  yang bersum ber dari A nggaran P endapatan  dan  
B elanja D aerah  K abupaten;

Pasal 18

(1) Pem erintah D esa dalam  penerapan  SID berkew ajiban:

a. m engelola d an  m enyebarluaskan  SID sesu a i dengan  ke ten tu an  
p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an  yang berlaku;

b. m enyediakan d an  m em elihara  perangkat p en d u k u n g  SID;

c. m enyediakan, m em berikan  d a n /a ta u  m enerb itkan  inform asi secara  
berkala  d an  /  a ta u  tersed ia  se tiap  sa a t yang ak u ra t;

d. m en ingkatkan  k em am puan  pengelola SID; dan

e. m en ingkatkan  k u a litas  pengelolaan SID.
(2) Inform asi secara  berka la  sebagaim ana d im aksud  dalam  ayat (1) h u ru f  c 

adalah  inform asi yang wajib d ium um kan  sek u ran g -k u ran g n y a  enam  (6) 
bu lan  sekali, m eliputi Inform asi penyelenggaraan Pem erin tahan  Desa, 
p e laksanaan  p em bangunan , laporan  keuangan .



d. memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 
(2)kepada Desa melalui SID; 

(2) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam 
penerapan SID mempunyai tugas: 

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dalam penerapan SID bertanggungjawab untuk: 
a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di 

tingkat Kabupaten dan Desa. 
b. membina pengelola SID di tingkat Kabupaten dan Desa; 
c. menyusun standar operasional prosedur clan tata cara penerapan SID; 

BAB XIV 
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN 

Pasal 20 

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab: 
a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di 

tingkat Kabupaten dan Desa. 
b. membina pengelola SID di tingkat Kabupaten dan Desa; 
c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; 

dan 
d. memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 

(2)kepada desa melalui SID; 
(2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam penerapan SID 
mempunyai tugas: 
a. mengkompilasi data Desa menjadi data dan menginformasikan kepada 

Kabupaten dan Desa; 
b. mengembangkan SID; 
c. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata; 
d. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat 

Kabupaten. 
e. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan 

memfasilitasi SID di tingkat Kabupaten 

BAB XIII 
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 19 

(3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa 
langsung diberikan kepada pemangku kepentingan. 

(3) Inform asi te rsed ia  se tiap  sa a t sebagaim ana d im aksud  dalam  ayat (1) h u ru f  
c ada lah  inform asi yang  h a ru s  d ised iakan  dan  siap  tersed ia  u n tu k  b isa 
langsung  d iberikan  kepada  pem angku kepentingan.

(1) Pem erintah D aerah  m elalui Perangkat D aerah yang m em bidangi u ru sa n  
pem berdayaan  M asyarakat, Desa, Administrasi K ependudukan dan 
Pencatatan Sipil da lam  p en erap an  SID m em punyai tanggungjaw ab:

a. m engkoord inasikan  pengem bangan, p en erap an  d an  pem anfaa tan  SID di 
tingkat K abupaten  d an  Desa.

b. m em bina pengelola SID di tingkat K abupaten  d an  Desa;

c. m enyusun  s ta n d a r  operasional p rosedur d an  ta ta  ca ra  penerapan  SID; 
dan

d. m em berikan  inform asi sebagaim ana d im aksud  p ad a  Pasal 16 ayat 
(2)kepada d esa  m elalui SID;

(2) Pem erintah D aerah  m elalui Perangkat D aerah yang  m em bidangi u ru sa n  
Komunikasi dan  Informatika, Persandian dan  Statistik dalam  penerapan  SID 
m em punyai tugas:

a. m engkom pilasi d a ta  D esa m enjadi d a ta  d an  m enginform asikan  kepada 
K abupaten  d an  Desa;

b. m engem bangkan SID;

c. m engem bangkan ja rin g an  in te rn e t secara  lebih m erata;

d. m engin tegrasikan  SID dengan  sistem  inform asi yang ada  di tingkat 
K abupaten.

e. m engelola sistem  inform asi teknologi inform asi u n tu k  m endukung  dan  
m em fasilitasi SID di tingkat K abupaten

(1) Pem erintah K abupaten  m elalui Perangkat D aerah  yang  m em bidangi 
u ru sa n  pem berdayaan  M asyarakat, Desa, Adm inistrasi K ependudukan dan 
Pencatatan Sipil da lam  p en erap an  SID bertanggungjaw ab u n tu k :

a. m engkoord inasikan  pengem bangan, p en erap an  d an  pem anfaa tan  SID di 
tingkat K abupaten  d an  Desa.

b. m em bina pengelola SID di tingkat K abupaten  dan  Desa;

c. m e n y u su n  s ta n d a r  o p e r a s io n a l p ro sed u r  d a n  ta ta  ca ra  p e n era p a n  SID;

d. m em berikan  inform asi sebagaim ana d im aksud  pad a  Pasal 16 ayat 
(2)kepada D esa m elalui SID;

(2) Pem erintah K abupaten  m elalui Perangkat D aerah  yang m em bidangi 
u ru sa n  Komunikasi dan  Informatika, Persandian dan  Statistik dalam  
penerapan  SID m em punyai tugas:

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 19

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 20
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GUBERNURJAWATENGAH 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi . 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

(1) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah 
Desa yang dianggarkan dalam APB Desa. 

(2) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah 
Kabupaten yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten. 

(3) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah 
Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB XV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 21 

ttd 

GANJAR PRANOWO 

a. mengkompilasi data Desa menjadi data dan menginformasikan kepada 
Desa; 

b. mengembangkan SID; 
c. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata; 
d. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat 

Desa. 
e. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan 

memfasilitasi SID di tingkat Desa. 

., 

.. 

a. m engkom pilasi d a ta  D esa m enjadi d a ta  dan  m enginform asikan  kepada 
Desa;

b. m engem bangkan SID;

c. m engem bangkan ja rin g an  in te rne t secara  lebih m erata ;

d. m engin tegrasikan  SID dengan sistem  inform asi yang a d a  di tingkat 
Desa.

e. m engelola sistem  inform asi teknologi inform asi u n tu k  m endukung  dan 
m em fasilitasi SID di tingkat Desa.

(1) S eluruh  pem biayaan  SID yang m enjadi tu g as d an  kew ajiban Pem erintah 
Desa yang d ianggarkan  dalam  APB Desa.

(2) S eluruh  pem biayaan  yang  m enjadi tugas dan  tanggungjaw ab Pem erintah 
K abupaten  yang  d ianggarkan  dalam  A nggaran P en d ap atan  dan  Belanja 
K abupaten.

(3) S eluruh  pem biayaan yang m enjadi tugas d an  tanggungjaw ab Pem erintah 
D aerah d ianggarkan  dalam  A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah.

P era tu ran  G u b ern u r ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar setiap orang  m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  p e ra tu ran  
G ubernur ini dengan  penem patannya  dalam  Berita D aerah  Provinsi.

BAB XV 
PEMBIAYAAN

Pasal 21

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22

D iundangkan  di Sem arang
pada  tanggal 21 N«peraber 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SRI PURYONOTcARTO SO EDARM O

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR..4.7.


